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PERATURAN BPK TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PADA BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN

ABSTRAK :  BPK perlu meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan secara terus
menerus sebagai upaya agar keuangan negara dikelola secara
transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

 Dasar hukum Peraturan BPK ini adalah UU Nomor 8 Tahun 1974;
UU Nomor 15 Tahun 2006; dan PP Nomor 16 Tahun 1994.

 Peraturan BPK ini mengatur mengenai Jabatan Fungsional
Pemeriksa (JFP) yang berlaku bagi Pemeriksa yang berstatus PNS
di lingkungan BPK. JFP merupakan jabatan karir yang hanya
dapat diduduki seseorang yang telah berstatus PNS di
lingkungan BPK. Tugas pokok pemeriksa adalah melaksanakan
kegiatan pemeriksaan yang meliputi penyusunan rencana
kegiatan pemeriksaan, perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan
pemeriksaan, pelaporan hasil pemeriksaan, pemantauan tindak
lanjut hasil pemeriksaan, evaluasi pemeriksaan, dan
pemantauan kerugian negara/daerah.

CATATAN :  Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada
tanggal 17 Desember 2010.


